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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
 

1.1 Latar Belakang 

 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan (Disbudpar Prov. 

Sumsel) merupakan salah satu contoh instansi pemerintah yang ada di provinsi 

Sumatera Selatan tepatnya di Kota Palembang. Disbudpar Prov. Sumsel terbagi 

menjadi 4 bagian, yaitu: Sekretariat yang mencakup subbagian perencanaan 

evaluasi dan pelaporan; subbagian keuangan dan subbagian umum dan 

kepegawaian. Bidang Destinasi yang mencakup seksi daya tarik wisata; seksi 

sumber daya manusia dan ekonomi kreatif; dan seksi usaha kepariwisataan. 

(Ardatha, 2022; Ardatha Y S, 2023; Pratamah & Aprizal, 2021). Bidang 

Pengembangan Pemasaran yang mencakup seksi pemasaran luar negeri; seksi 

pemasaran dalam negeri; dan seksi analisa pasar (Anita, 2022; Hadiwijaya, 2016; 

Hadiwijaya & Prasetya, 2023). Bidang Kebudayaan yang mencakup seksi 

sejarah dan kepurbakalan; seksi nilai budaya dan bahasa daerah; dan seksi 

atraksi budaya dan film (Angggoro & Effendi, 2021; Arif & Basuki, 2020; Artyan 

et al., 2022). 

Disbudpar Prov. Sumsel menjadi tempat penulis melakukan PKL dan penulis 

diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan kerja praktik di sub Bagian 

Keuangan. Kegiatan yang dilakukan salah satunya yaitu prosedur verifikasi 

dokumen perjalanan dinas, (Almaheri Adhi et al., n.d.; Octa Firmansyah & 

Mahmud Mahmud, 2022; Soebari & Setiawan, 2022). Alasan penulis memilih 

Disbudpar Prov. Sumsel sebagai tempat pelaksanaan kegiatan PKL karena 

penulis ingin mengetahui bagaimana sistem informasi akuntansi pemerintahan 

daerah yang diterapkan oleh Disbudpar Prov. Sumsel secara lebih mendalam. 
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Seperti, apa saja kegiatan yang 

 
 

dilakukan, bagaimana prosedur tentang pencairan dana perjalanan dinas, serta 

seperti apa kendala yang dihadapi dalam instansi pemerintahan. 

Dana langsung (LS) adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada 

Bendahara Pengeluaran/Penerimaan hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat 

putusan,   surat   tugas   atau   surat   perintah   kerja   lainnya   melalui 

penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (Peraturan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia, 2020). Model pencairan dana bagi Satuan kerja (SatKer) ada 2 

mekanisme, yaitu Pencairan Dana Langsung (LS) dan Pencairan Uang Persediaan 

(UP). Pencairan Dana Langsung (LS) ini merupakan salah satu pencairan bagi 

sebuah Satker, diharapkan untuk proses pencairan dana dapat lebih lancar dan 

setiap SatKer dapat mengoptimalkan pengeluaran-pengeluaran yang akan 

dilakukan dengan proses Pencairan Dana Langsung (LS) (Suryanovi, 2010; 

Annisa, 2020; Belinda & Lusiana, 2023; Wijaya & Octafian, 2023). 

Adapun beberapa kendala yang ditemukan saat penulis melakukan PKL yaitu 

terjadi kesalahan pada penomoran dan kesalahan pada saat menginput nominal 

transaksi yang sering terjadi kesalahan karena Bendahara Pengeluaran kurang teliti 

sehingga pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) belum 

dapat menerbitkan dokumen sebelum dokumen tersebut sudah benar dan pihak 

BPKAD akan mengembalikan dokumen tersebut ke Bendahara Pengeluaran untuk 

diperbaiki, (Fatmariani; Hartati, 2016; Lutfiah & Putri, 2022a, 2022b). 

Berdasarkan uraian di atas membuat penulis tertarik untuk melakukan kerja 

praktik dan mengetahui bagaimana alur terkait perjalanan dinas  pada 

Disbudpar  Prov.  Sumsel.  Laporan  PKL  ini  penulis  akan  mengambil  judul 
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“Laporan Kegiatan Tentang Pencairan Dana Langsung Perjalanan Dinas 

pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan”. 

1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

 

Tujuan dari kegiatan PKL yang dilakukan penulis adalah memberikan 

gambaran kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan PKL, khususnya 

tentang prosedur pencairan dana pada perjalanan dinas Disbudpar Prov. Sumsel. 

 
 

1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan 

 

Adapun manfaat PKL yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

 

1. Bagi Mahasiswa 

 

a. Menambah pengalaman dan wawasan sesuai dengan bidang dan latar 

belakang pendidikan. 

b. Mengembangkan sikap disiplin dan tanggung jawab terhadap pekerjaan 

dan aturan yang berlaku. 

c. Meningkatkan kualitas komunikasi yang baik dengan pimpinan maupun 

pegawai. 

2. Bagi Institut Teknologi dan Bisnis Palcomtech 

 

a. Dapat mengetahui dan meningkatkan kualitas mahasiswa dalam 

mempersiapkan kebutuhan Sumber Daya Manusia di dunia kerja yang 

diperlukan oleh perusahaan sesuai dengan latar belakang pendidikan yang 

ditempuh. 

b. Menjalin kerjasama dan hubungan yang baik dengan instansi atau 

perusahaan 
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c. Mempersiapkan diri mahasiswa untuk memasuki dunia kerja agar dapat 

melakukan pekerjaan dan tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan 

di tempat kerja. 

3. Bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

 

a. Membantu meringankan pekerjaan yang terdapat pada instansi sesuai 

dengan jurusan yang ditempuh. 

b. Meningkatkan citra perusahaan kepada Universitas dan Perguruan Tinggi 

lainnya. 

c. Meningkatkan hubungan kerjasama antara Institut Teknologi dan Bisnis 

Palcomtech dan juga Disbudpar Prov. Sumsel. 

 
 

1.4 Tempat dan Waktu PKL 

 

PKL ini dilakukan di Disbudpar Prov. Sumsel dan penulis ditempatkan pada 

bagian Keuangan. Berikut merupakan informasi mengenai instansi tempat 

pelaksanaan PKL. 

Nama Instansi : Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi 

Sumatera Selatan. 

Alamat : Jl. Demang Lebar Daun No. Kav 9, Lorok Pakjo, Kec. Ilir 

Barat 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30151 

Telepon : (0711) 356661 

 

Website : https://southsumatratourism.com/id/ 
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1.5 Waktu Pelaksanaan PKL 
 

Waktu PKL dilaksanakan selama 30 hari terhitung sejak 06 September 2022 

 

s.d 06 Oktober 2022. Kegiatan PKL disesuaikan dengan jam kerja yang ada di 

Disbudpar Prov. Sumsel, yaitu Senin sampai Kamis dimulai pada pukul 08.00 WIB 

hingga pukul 16.00 WIB. Hari Jumat dimulai pada pukul 07.30 WIB hingga pukul 

16.30 WIB. Adapun tahap dalam PKL yaitu: 

 

1. Tahap Persiapan 

 

Pertama yang dilakukan penulis adalah mencari perusahaan yang dijadikan 

tempat pelaksanaan PKL. Setelah mendapatkan persetujuan untuk melaksanakan 

PKL pada Disbudpar Prov. Sumsel, penulis mengajukan surat permohonan 

melaksanakan PKL di BAAK Institut Teknologi dan Bisnis Palcomtech. Setelah 

surat permohonan selesai, penulis mengirimkan surat tersebut dan mendapat surat 

balasan persetujuan PKL. 

2. Tahap Pelaksanaan 

 

Penulis melakukan kegiatan PKL selama satu bulan terhitung sajak 06 

September 2022 s.d 06 Oktober 2022. Jam pelaksanaan PKL yaitu Senin sampai 

Kamis dimulai pada pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB. Hari Jumat dimulai 

pada pukul 07.30 WIB hingga pukul 16.30 WIB. 

Kegiatan pada minggu pertama adalah pengenalan lingkungan tempat PKL, 

membuat surat masuk, dan membantu rekap kinerja pegawai. Kegiatan pada 

minggu kedua adalah membuat Verifikasi kelengkapan berkas perjalanan dinas, 

membuat surat perintah pelaksana harian, dan menghitung pengeluaran tagihan. 

Kegiatan minggu ketiga adalah mencatat Pendapatan Asli Daerah (PAD), membuat 
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rekap gaji pegawai, dan menyusun dokumen perjalanan dinas. Kegiatan minggu 

keempat adalah mencatat hasil Verifikasi dan membantu rekap kinerja pegawai. 

Kegiatan pada minggu kelima adalah membantu rekap laporan kinerja bulanan 

pegawai dan perpisahan hari terakhir PKL di Disbudpar Prov. Sumsel. 

3. Tahap Pelaporan 

 

Setelah melaksanakan PKL selama satu bulan, penulis memiliki kewajiban 

kepada Institut Teknologi dan Bisnis Palcomtech untuk memberikan laporan 

mengenai kegiatan yang dilaksanakan di tempat PKL. Penulis mempersiapkan 

laporan PKL ini dimulai dari bulan September 2022 sampai bulan Januari 2023. 

Kegiatan yang penulis lakukan adalah mempelajari kegiatan lingkungan kerja, 

mencatat berbagai pengetahuan baru dan mencatat semua hasil dalam bentuk 

laporan. 

 
 

1.6 Teknik Pengumpulan Data 

 

Dalam melaksanakan kegiatan PKL di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Provinsi Sumatera Selatan. Penulis menggunakan beberapa metode untuk 

memperoleh data yang akurat. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis 

gunakan dalam laporan PKL ini adalah: 

1. Metode Observasi 

 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila 

dibandingkan dengan teknik yang lainnya. Observasi dilakukan dengan melihat 

langsung di lapangan misalnya kondisi ruang kerja dan lingkungan kerja yang dapat 
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digunakan  untuk  menentukan  faktor  layak  yang  didukung  dengan  adanya 

wawancara dan kuesioner mengenai analisis jabatan (Sugiyono, 2017; Nadiyah & 

Sugara, 2022; Soebari & Setiawan, 2022; Usamah & Setiawan, 2022). 

Observasi yang dilakukan pada metode ini penulis melihat langsung mengenai 

sistem alur pencairan dana langsung untuk perjalanan dinas pegawai Disbudpar 

Prov. Sumsel. 

2. Metode Wawancara 

 

Wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar 

informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan 

menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu (Oliver, 2017; 

Ismiyanti, 2022; Koearito, 2022; Rachman, 2023). 

Penulis melakukan tanya jawab secara langsung kepada salah satu pegawai di 

Bagian  Keuangan  yaitu  dengan  ibu   Trisenny   Valeri,   S.STP,   M.Si.   dan 

ibu Melinda Susanti, SE, MM. untuk pengumpulan informasi data yang akurat dan 

dasar pembuatan laporan PKL yang berkaitan dengan prosedur pencairan dana 

langsung (LS) yaitu pencairan dana perjalanan dinas pegawai. 

3. Metode Dokumentasi 

 

Dokumentasi adalah peninggalan tertulis mengenai data berbagai kegiatan atau 

kejadian dari satu organisasi yang dari segi relatif belum terlalu lama. Jika 

peninggalan tertulis yang relatif cukup lama maka berubah menjadi bukti-bukti 

historis mengenai keadaan atau peristiwa masa lalu. Konsensus mengenai durasi 

waktu sulit ditentukan karena  tergantung  dari  jenis  peninggalan  tersebut 

(Silaen, 2013; Astuti, 2021; Wulandari, 2022; Yulianti, 2023) 

Dokumentasi yang didapat dari Disbudpar Prov. Sumsel berupa dokumentasi 

yang  terkait  dengan  pencairan  dana  langsung  (LS)  perjalanan  dinas  meliputi 
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Sejarah Disbudpar Prov. Sumsel, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Surat 

Pertanggungjawaban (SPJ), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan Surat 

Perintah Membayar (SPM), (Adelin & Silviana, 2019; Hamzah et al., 2019; Yulita 

et al., 2019).   



 

 

 

BAB II 

KEADAAN UMUM TEMPAT PKL 

 

 

 
2.1 Profil Perusahaan 

 

2.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan 
 

Disbudpar pertama kali dikenal dengan nama Kantor Wilayah Pariwisata, Pos 

dan Telekomunikasi yang saat itu bergabung dengan Kantor wilayah Pariwisata, 

Pos dan Telekomunikasi Jambi. Kantor Wilayah Pariwisata, Pos dan 

Telekomunikasi pertama beralamat di Jalan Rajawali yang saat itu masih bergabung 

dengan Kantor Swasta lainnya. Kantor Wilayah Pariwisata, Pos dan 

Telekomunikasi sendiri sudah ada sejak tahun 1980-an. Dinas tersebut didirikan 

berdasarkan peraturan daerah yang ada saat itu. 

Sejak tahun 1992, Kantor Wilayah Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi 

dipindahkan ke Jalan Demang Lebar Daun. Akan tetapi, struktur organisasi kantor 

tetap berjalan seperti dahulu. Sejak tahun 1995, Kantor Wilayah Pariwisata, Pos 

dan Telekomunikasi berubah menjadi Kanwil III Departemen Pariwisata, Pos dan 

Telekomunikasi Provinsi Sumatera Selatan. Semenjak reformasi orde baru tahun 

1999, Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi memisahkan diri dengan 

Pos dan Telekomunikasi. Kemudian Departemen Pariwisata, Pos dan 

Telekomunikasi berganti nama menjadi Dinas Pariwisata. Akhir tahun 2000, Dinas 

Pariwisata kembali mengganti namanya menjadi Badan Pariwisata yang saat itu 

masih beralamatkan di Jalan Demang Lebar Daun. Tahun 2005, Badan Pariwisata 

kembali mengganti namanya menjadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi 
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Sumatera Selatan. Perubahan nama yang dilakukan berdasarkan pada Keputusan 

Kementerian Jakarta yang mengatur sistem kinerja dan nama instansi pemerintah 

itu sendiri sampai dengan sekarang. Disbudpar Prov. Sumsel tersusun atas bidang 

dan seksi serta tiga Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) yang membantu 

tercapainya Visi dan Misi yang telah tersusun dan ditetapkan dalam program kerja. 

 

 

 

2.2 Visi dan Misi Perusahaan 

 

2.2.1. Visi 

 

Visi Disbudpar Prov. Sumsel adalah: “Sumatera Selatan menjadi destinasi 

budaya dan wisata yang maju dan sejahtera” 

2.2.2. Misi 

 

1. Melindungi,  memelihara  dan  memanfaatkan  peninggalan  sejarah  dan 

kepurbakalaan Sumsel. 

2. Mengembangkan dan melestarikan keragaman budaya, seni dan film di 

Sumsel. 

3. Meningkatkan  citra  Sumatera  Selatan  sebagai  destinasi  wisata  yang 

kondusif. 

4. Meningkatkan citra Sumatera Selatan melalui promosi pemasaran dalam 

negeri dan luar negeri. 

5. Meningkatkan  daya  tarik  wisata  Sumsel  sebagai  destinasi  pariwisata 

unggulan di Indonesia 
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6. Meningkatkan  kuantitas  dan  kualitas  SDM  bidang  kebudayaan  dan 

kepariwisataan. 

7. Meningkatkan pengembangan kebudayaan dan pariwisata bagi 

pertumbuhan ekonomi masyarakat Sumsel yang merata. 

8. Meningkatkan ekonomi kreatif berbasis seni budaya, media, desain dan 

IPTEK. 

 

 
2.2.3. Tujuan dan Sasaran Organisasi 

 

Tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan adalah: 

“Mewujudkan Sumatera Selatan menjadi destinasi budaya dan wisata yang maju 

dan sejahtera” 

Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan adalah: 

 

1. Meningkatnya kunjungan wisatawan yang datang ke Sumatera Selatan. 

 

2. Meningkatnya penyerapan tenaga usaha pariwisata. 

 

3. Meningkatnya  kualitas  dan  kuantitas  daya  tarik  wisata  dan  pelayanan 

pariwisata. 
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2.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Wewenang 
 

Adapun struktur organisasi Disbudpar Prov. Sumsel dapat dilihat pada 

gambar 2.1 

 

Sumber: data Disbudpar, 2022 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Disbudpar Prov. Sumsel 

 

 

2.3.1. Pembagian Tugas 

 

1. Kepala Dinas 

 

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan 

tugas dekonsentrasi di bidang kebudayaan dan pariwisata. Kepala Dinas 

mempunyai fungsi: 

a. Menyusun perencana dan program kerja dinas; 

 

b. Mengkoordinasi penyusunan rencana dan program kerja dinas; 
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c. Merumuskan  kebijakan  umum  dinas  serta  menyelenggarakan  administrasi 

berdasarkan kewenangan; 

d. Mendistribusikan tugas kepada bawahan; 

 

e. Menilai prestasi kerja bawahan; 

 

2. Sekretariat Dinas 

 

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan, 

program, evaluasi, pelaporan, hukum, organisasi dan tatalaksana, hubungan 

masyarakat, kepegawaian, pendidikan dan keuangan. Sekretariat mempunyai 

fungsi : 

a. Pengkoordinasian urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, program, 

evaluasi, pelaporan, hukum, organisasi, dan tatalaksana serta hubungan 

masyarakat; 

b. Pelaksanaan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; 

 

c. Pelaksanaan urusan tata usaha keuangan; 

 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

3. Bidang Destinasi 

 

Bidang Destinasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan 

koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang destinasi, kelembagaan serta industri 

kepariwisataan. Bidang Destinasi mempunyai tugas: 

a. Perencanaan dan perumusan kebijakan di bidang destinasi wisata budaya, alam 

dan buatan, industri pariwisata dan tata kelola destinasi, potensi dan 

kelembagaan; 
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b. Perencanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi, 

pelaporan dan analisis kegiatan di bidang infrastruktur dan destinasi wisata 

budaya, alam, buatan, tata kelola destinasi, industri pariwisata, potensi dan 

kelembagaan; 

c. Penyusunan laporan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP); 

 

d. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang 

infrastruktur dan destinasi wisata budaya, alam, buatan, tata kelola destinasi, 

industri pariwisata, potensi dan kelembagaan; 

4. Bidang Pengembangan Pemasaran 

 

Bidang Pengembangan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pemasaran 

pariwisata baik luar negeri, dalam negeri serta sarana promosi dan informasi 

pariwisata. Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Bidang 

Pengembangan Pemasaran, mempunyai fungsi: 

a. Perencanaan perumusan kebijakan dan strategis pemasaran pariwisata baik luar 

negeri, dalam negeri serta sarana promosi dan informasi pariwisata; 

b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi, 

pelaporan dan analisis kegiatan di bidang pemasaran pariwisata; 

c. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran 

pariwisata baik luar negeri, dalam negeri serta sarana promosi dan informasi 

pariwisata; 

d. Pengkoordinasian supervisi di bidang pemasaran pariwisata baik luar negeri, 

dalam negeri serta sarana promosi dan informasi pariwisata; 
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5. Bidang Kebudayaan 

 

Bidang kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan 

dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah, kepurbakalaan, bahasa 

daerah, nilai budaya, atraksi budaya dan film. Melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 15, Bidang Kebudayaan mempunyai tugas: 

a. Perencanaan perumusan kebijakan dan strategis bidang sejarah, kepurbakalaan, 

bahasa daerah, nilai budaya, atraksi budaya dan film; 

b. Penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi, pelaporan dan analisis 

kegiatan di bidang sejarah, kepurbakalaan, bahasa daerah, nilai budaya, atraksi 

budaya dan film; 

c. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah, 

kepurbakalaan, bahasa daerah, nilai budaya, atraksi budaya dan film: 

d. Pelaksanaan supervisi di bidang sejarah, kepurbakalaan, bahasa daerah, nilai 

budaya, atraksi budaya dan film; 
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2.4 Lambang Disbudpar Prov. Sumsel 

 

Gambar 2.2 merupakan lambang Disbudpar Prov. Sumsel sebagai berikut: 
 

 

 
Gambar 2. 2 Lambang Disbudpar Prov. Sumsel 

 

Lambang Disbudpar Prov. Sumsel yang memiliki makna sebagai berikut: 

 

1. Atap rumah Sumatera Selatan berujung 17, dengan delapan baris dan empat 

puluh lima buah genteng, bunga teratai, batang hari sembilan, adalah lambang 

hari kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. 

2. Bunga Teratai, adalah lambang keadilan berdasarkan Pancasila. 

 

3. Batang   Hari   Sembilan,   nama   lain   Sumatera   Selatan   adalah   lambang 

kemakmuran 

4. Jembatan Ampera, adalah lambang kemajuan dan ciri khas kota Palembang. 

 

5. Gunung, lambang keperkasaan. 



 

 

 

BAB III 

HASIL DAN CAPAIAN KEGIATAN PKL 

 

 
3.1 Pelaksanaan Kerja 

 

Penulis melaksanakan kegiatan PKL selama kurang lebih satu bulan, terhitung 

sejak tanggal 06 September 2022 sampai dengan 06 Oktober 2022. Pelaksanaan 

kegiatan PKL ini sesuai dengan jadwal yang berlaku pada Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Hari Senin sampai dengan hari Kamis dari 

pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dan hari Jumat dari pukul 07.30 

WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB. 

Ketika pelaksanaan PKL, penulis diberikan tugas-tugas yang sesuai dengan 

posisi penulis ditempatkan. Tugas-tugas yang diberikan dalam rangka pelaksanaan 

PKL, secara umum memberikan gambaran mengenai kegiatan pada subbagian 

keuangan. Penulis mencoba mendeskripsikan apa yang telah penulis lakukan 

selama satu bulan pelaksanaan PKL. Berhubung dengan tempat penulis 

melaksanakan PKL, maka segala bentuk pekerjaan yang ada di kantor adalah 

kebijakan atau regulasi ruang lingkup bagian keuangan. Bagian keuangan Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan merupakan bagian yang 

bertugas mengelola dan mencatat segala aktivitas keuangan instansi. 
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Tabel 3.1 berikut menjelaskan tentang daftar tugas selama penulis melakukan 

PKL pada Bagian Keuangan Disbudpar Prov. Sumsel 

Tabel 3.1 Daftar Tugas Harian Kantor Disbudpar Prov. Sumsel 

 

Tanggal Jam Kerja (WIB) Kegiatan 

 

 
06 Sep - 09 Sep 

( Minggu 1 ) 

 

07.30 - 16.00 WIB 

(Senin - Kamis) 

07.30 - 16.30 WIB 

(Jumat) 

- Perkenalan staf Disbudpar Prov. 

Sumsel. 

- Pengenalan lingkungan tempat 

PKL. 

- Membuat surat masuk. 

- Membantu merekap kinerja 

pegawai di E-Sumsel. 

 

 

 

 
12 Sep - 16 Sep 

( Minggu 2) 

 

 

 

07.30 - 16.00 WIB 

(Senin - Kamis) 

07.30 - 16.30 WIB 

(Jumat) 

- Membuat surat perintah pelaksana 

harian. 

- Membantu verifikasi kelengkapan 

berkas perjalanan dinas. 

- Membantu menghitung 

pengeluaran tagihan internet, 

pdam, listrik dan telepon. 

- Mencatat hasil verifikasi ke buku 

besar. 

- Membantu membuat analisis 

jabatan (Anjab) SDM aparatur. 

 

 
19 Sep - 23 Sep 

( Minggu 3 ) 

 

07.30 - 16.00 WIB 

(Senin - Kamis) 

07.30 - 16.30 WIB 

(Jumat) 

- Membantu cetak rincian 

pengeluaran. 

- Membantu  mencatat  Pendapatan 

Asli Daerah (PAD). 

- Membantu merekap gaji pegawai. 

- Menyusun   dokumen   perjalanan 

dinas. 

 

 

 

 

26 Sep - 30 Sep 

( Minggu 4 ) 

 

 

 
07.30 - 16.00 WIB 

(Senin - Kamis) 

07.30 - 16.30 WIB 

(Jumat) 

- Mencatat hasil verifikasi ke buku 

besar. 

- Membantu cetak bukti 

pemindahbukuan rekening 

pegawai. 

- Membantu merekap kinerja 

pegawai. 

- Mengkonsultasikan mengenai 

Pencairan Dana (LS) Perjalanan 

Dinas. 
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Tanggal Jam Kerja (WIB) Kegiatan 

 

3 Okt - 6 Okt 

( Minggu 5 ) 

07.30 - 16.00 WIB 

(Senin - Kamis) 

- Membantu cetak SPJ/Retribusi 

Objek Wisata. 

- Merekap laporan kinerja bulanan 

pegawai. 

Sumber: data diolah 2022 

 

 
3.1.1. Uraian Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 

 

Selama kurang lebih satu bulan penulis melakukan kegiatan PKL, kegiatan 

keseharian penulis selama melakukan PKL seperti menginput ulang gaji pegawai 

ke sistem aplikasi E-Sumsel, membuat surat perintah pelaksana harian dan 

membantu menyusun dokumen-dokumen yang terkait dengan perjalanan dinas 

seperti Kuitansi, Surat Perintah Perjalanan Dinas, Surat Perintah Pembayaran 

(SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan lain-lain. Berbagai proses pekerjaan di 

atas, penulis pun ditugaskan untuk membantu di bagian keuangan sesuai dengan 

laporan PKL penulis yaitu mengenai Prosedur Pencairan Dana Langsung (LS) 

untuk Perjalanan Dinas. 

 

 
3.1.2. Keterangan Dokumen 

 

a. Surat Tugas (ST) 

 

Surat Tugas merupakan naskah dinas dari Kepala Dinas yang ditujukan 

kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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b. Surat Permohonan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SP-SPPD) 

 

Surat Permohonan Surat Perintah Perjalanan Dinas merupakan surat yang 

digunakan untuk diberikan kepada PPTK yang berisikan permohonan atas 

perjalanan dinas yang dilakukan oleh pelaksana perjalanan dinas. 

c. Surat Penyediaan Dana (SPD) 

 

Surat Penyediaan Dana merupakan surat yang menyatakan tersedianya dana 

untuk melaksanakan perjalanan dinas sebagai dasar penerbitan SPP milik 

dinas. 

d. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 

 

Surat Permintaan Pembayaran merupakan surat yang diterbitkan oleh PPTK, 

yang berisi permintaan pembayaran serta daftar biaya-biaya yang diperlukan 

oleh pelaksana perjalanan dinas. 

e. Surat Perintah Membayar (SPM) 

 

Surat Perintah Membayar merupakan surat yang diajukan oleh Bendahara 

Pengeluaran kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 

untuk mencairkan dana yang diperlukan dalam perjalanan dinas. 

f. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 

 

Surat Perintah Pencairan Dana merupakan surat perintah yang diterbitkan 

oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kepada pihak 

Bank untuk melakukan transfer dana dari kas daerah ke Bendahara 

Pengeluaran. 
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3.1.3. Pengertian Prosedur 

 

Prosedur adalah urutan kegiatan atau aktivitas yang melibatkan beberapa 

orang dalam satu departemen atau lebih yang dilaksanakan secara berulang-ulang 

dengan cara yang sama, (Wijaya & Irawan, 2018; Dahlia & Hadiwijaya, 2022a, 

2022b; Kurnia & Hadiwijaya, 2023; Pitriyani & Hadiwijaya, 2021). 

 

 
3.2 Prosedur Pencairan Dana Langsung 

 

Prosedur Pencairan Dana LS (Perjalanan Dinas) 

 

1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) membuat Surat Tugas. Setelah 

Surat Tugas selesai PPTK langsung membuat Surat Permohonan Surat Perintah 

Perjalanan Dinas (SP-SPPD). Selanjutnya akan diberikan kepada Kepala 

Dinas. 

2. Kepala Dinas menandatangani Surat Tugas dan SP-SPPD. Surat Tugas dan 

SP-SPPD akan diberikan kembali kepada Pelaksana Perjalanan Dinas dan 

PPTK. 

3. PPTK menerima Surat Tugas dan SP-SPPD, kemudian mencetak SPPD dan 

melakukan proses penyediaan dana dan dokumen Perjalanan Dinas 

berdasarkan SPD yang kemudian akan diberikan kepada Verifikator Keuangan. 

4. Verifikator Keuangan menerima dokumen pendukung dan memeriksa 

kelengkapan dokumen Perjalanan Dinas. Selanjutnya akan diberikan kepada 

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK). 

5. PPK menerima dokumen Perjalanan Dinas yang telah lengkap, kemudian 

melakukan penandatanganan Taksasi. Dokumen selanjutnya diserahkan 

kepada Bendahara Pengeluaran. 
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6. Bendahara Pengeluaran menerima dokumen dan mencetak SPM, kemudian 

SPM akan diberikan kepada BPKAD, sedangkan dokumen Perjalanan Dinas 

akan diarsipkan berdasarkan nomor urut. 

7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menerima SPM dan 

mengecek kesesuaian. Jika tidak sesuai, BPKAD akan mengembalikan SPM 

kepada Bendahara Pengeluaran. Jika sesuai maka BPKAD akan membuat 

SP2D yang kemudian akan diberikan kepada Bank Sumsel. 

8. Bank Sumsel menerima SP2D dan melakukan pemindahan kas umum serta 

mentransfer dana Perjalanan Dinas sesuai nominal di SP2D. 

9. Bendahara Pengeluaran melakukan pencairan dana dari bank, kemudian 

mencatat ke buku kas umum. Bendahara Pengeluaran mencetak dan 

memberikan kuitansi serta uang yang diperlukan bagi yang melaksanakan 

Perjalanan Dinas. 

Dari prosedur tersebut dapat dilihat bagaimana proses prosedur pencairan dana 

LS berupa perjalanan dinas. Prosedur ini dapat dilihat dari flowchart pada gambar 

3.1, 3.2, dan 3.3 berikut: 
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Sumber: data diolah, 2022 

Gambar 3.1 Flowchart Prosedur Pencairan Dana LS 
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Flowchart Prosedur Pencairan Dana Langsung Perjalanan Dinas 
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6 

Sumber: data diolah, 2022 

Gambar 3.2 Flowchart Lanjutan Prosedur Pencairan Dana LS 
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Sumber: data diolah, 2022 

Gambar 3.3 Flowchart Lanjutan Prosedur Pencairan Dana LS 

Melakukan 

Pemindahan Kas 

Umus 

 
 

Membuat SP2D 

 
Flowchart Prosedur Pencairan Dana Langsung Perjalanan Dinas 
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3.3 Dokumen yang Terkait 

 

Berikut adalah dokumen yang penulis dapatkan dari hasil dokumentasi, terkait 

dengan prosedur pencairan dana perjalanan dinas pada Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. 
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Gambar 3.4 merupakan surat perintah pencairan dana, surat perintah yang 

diterbitkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kepada 

pihak Bank untuk melakukan transfer dana dari kas daerah ke Bendahara 

Pengeluaran 

 
Sumber: data Disbudpar Prov Sumsel, 2018 

 

Gambar 3.4 Tampilan SP2D 
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Gambar 3.5 merupakan surat perintah membayar, surat yang diajukan oleh 

Bendahara Pengeluaran kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

(BPKAD) untuk mencairkan dana yang diperlukan dalam perjalanan dinas. 

 
Sumber: data Disbudpar Prov Sumsel, 2017 

 

Gambar 3.5 Tampilan SPM 
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Gambar 3.6 merupakan surat perintah perjalanan dinas yang selanjutnya 

disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Gubernur/Wakil 

Gubernur/Anggota DPRD, pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lainnya. 

 

 
Sumber: data Disbudpar Prov Sumsel, 2022 

 

Gambar 3.6 Tampilan SPPD 
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Gambar 2.7 merupakan rincian biaya perjalanan dinas, rincian biaya yang 

dibutuhkan selama perjalanan dinas yang ditandatangan oleh bendahara 

pengeluaran, pelaksana perjalanan dinas, PPTK, dan kepala bidang pengembangan 

pemasaran. 

 

 
Sumber: data Disbudpar Prov Sumsel, 2022 

 

Gambar 3.7 Contoh Rincian Biaya Perjalanan Dinas 
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Gambar 3.8 merupakan kuitansi, surat yang diterbitkan oleh penandatangan 

pada tanggal dan tempat tertentu yang berisi perintah membayar sejumlah uang 

tertentu kepada pemegang pada saat diperlihatkan. 

 
Sumber: data Disbudpar Prov Sumsel, 2022 

 

Gambar 3.8 Contoh Kuitansi 

 

 

3.4 Kendala yang Dihadapi 

 

Dalam menjalankan PKL proses pencairan dana pada Disbudpar Prov. Sumsel 

terdapat beberapa kendala. Hal tersebut mengakibatkan terganggunya kelancaran 

aktivitas pada instansi, di antaranya yaitu: 

1. Terjadi kesalahan pada penomoran dan kesalahan pada saat menginput nominal 

transaksi, seperti SPPD, Kuitansi, Rincian Biaya dan SPM sehingga BPKAD 

tidak bisa menerbitkan dokumen selanjutnya sebelum dokumen tersebut sudah 

benar dan lengkap. 
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2. Kesalahan dokumen atau ketidaklengkapan dokumen dalam SPM, sehingga 

BPKAD tidak dapat membuatkan SP2D kepada pihak Bank yang tentunya 

akan berpengaruh dalam proses pencairan dana perjalanan dinas. 

 

 

3.5 Cara Mengatasi Kendala 

 

Cara mengatasi kendala dalam pelaksanaan perjalanan dinas perlu dilakukan 

berbagai hal agar tidak menimbulkan terhambatnya proses kerja, di antaranya: 

1. PPTK dan Bendahara Pengeluaran harus meningkatkan ketelitian dan segera 

memperbaiki kesalahan dokumen sehingga tidak terjadi penumpukan dokumen 

perjalanan dinas, jika dokumen tersebut telah benar maka Bendahara 

Pengeluaran segera mengajukan kembali dokumen ke pihak BPKAD. 

2. Untuk mengatasi ketidaklengkapan dokumen, PPTK harus meningkatkan 

ketelitian mengenai dokumen yang kurang lengkap agar proses pencairan dana 

bisa berjalan lancar dan tepat waktu. 



 

 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

 

4.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan uraian mengenai prosedur pencairan dana perjalanan dinas, 

penulis dapat menyimpulkan: 

1. Penulis melaksanakan PKL di Bagian Sekretariat dalam Sub Bagian Keuangan. 

Selama penulis melaksanakan PKL banyak mendapatkan pengalaman- 

pengalaman baru yang belum pernah didapatkan oleh penulis sebelumnya. 

2. Prosedur pencairan dana telah dilakukan dengan baik, namun masih terdapat 

beberapa kendala yang mengakibatkan proses pencairan dana terhambat. Oleh 

karena itu perlu dilakukan perbaikan agar proses pencairan dana perjalanan 

dinas bisa berjalan lancar dan tepat waktu. 

 

 
4.2 Saran 

 

Pengembangan lebih lanjut, yang sangat bermanfaat untuk masa depan yang 

akan datang terutama untuk Disbudpar Prov. Sumsel, penulis memiliki beberapa 

saran yang kiranya dapat membantu pelaksanaan pencairan dana perjalanan dinas 

kedepannya agar lebih baik, di antaranya sebagai berikut: 

1. Sebaiknya setiap dokumen perjalanan dinas yang masuk ke Verifikator 

Keuangan yang diserahkan oleh PPTK, harus diperiksa kembali terlebih dahulu 

oleh PPTK dan pelaksana perjalanan dinas agar tidak terjadi kesalahan yang 

menghambat proses pencairan dana perjalanan dinas. 
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2. Menjalankan proses yang telah dilaksanakan dengan baik lagi, dan juga sesuai 

peraturan yang ada, harus dipertahankan dan diperhatikan selalu. 

3. Kedepannya lebih baik lagi pada saat mencetak surat perjalanan dinas, 

sehingga kesalahan pada penomoran dan saat menginput nominal transaksi 

dapat berkurang. 
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LAMPIRAN 

 

 
Link dan Screenshot Video Praktik Kerja Lapangan 

 

 
https://youtu.be/sYMV54nwPqo 

 

 
 

 



Lampiran 1 
 

Form Permohonan PKL 
 
 

 



Lampiran 2 
 

Form Pernyataan Ujian PKL 
 
 

 



Lampiran 3 
 

Form Pengajuan Judul PKL 
 

 
 

 



Lampiran 4 
 

Surat Balasan Riset 
 

 



Lampiran 5 
 

Form Penilaian Kerja Mahasiswa 
 
 

 



Lampiran 6 
 

Form Penilaian Pembimbing PKL 
 

 
 

 



Lampiran 7 
 

Form Absensi 
 

 

 



Lampiran 8 
 

Form Konsultasi 
 

 
 

 



Lampiran 9 
 

Form Revisi 


